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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Upaya Penanggulangan Street Crime (Pencurian Dengan
Kekerasan) Di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Kepolisian Resor Ogan Iir”. Di
masa pandemi covid-19 sekarang ini seperti menjadi kesempatan besar bagi pelaku
kejahatan jalanan untuk beraksi dan menyebabkan meningkatnya kasus Kejahatan
Jalanan atau Street Crime (Pencurian Dengan Kekerasan) pada masa pandemi covid-
19 di Kabupaten Ogan Ilir. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana
upaya Kepolisian Resor Ogan Ilir melakukan penanggulangan kejahatan jalanan atau
Street crime (pencurian dengan kekerasan) di masa pandemi covid-19. (2) Apa saja
hambatan Kepolisian Resor Ogan Ilir dalam melakukan penanggulangan kejahatan
jalanan atau street crime (pencurian dengan kekerasan) di masa pandemi covid-19.
Metode penelitian skripsi ini berupa penelitian empiris. Berdasarkan hasil penelitian
dari pembahasan menunjukkan bahwa (1) upaya penyuluhan dan himbauan kepada
masyarakat yang dilakukan Kepolisian Resor Ogan Ilir guna mencegah dan
menanggulangi kejahatan jalanan atau streer crime. (2) Faktor yang menghambat
dalam menanggulangi kejahatan jalanan atau street crime salah satunya adalah masih
kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan jalanan.

Kata Kunci: Upaya Penanggulangan, Kepolisian, Kejahatan Jalanan.

Indralaya, 09- APRIL-2021
Pembimbing Utama Pembimbing Pembantu
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum dan merupakan Negara Kesatuan
yang berbentuk Republik, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Dikarenakan Negara Indonesia merupakan
Negara yang berdasarkan atas dasar hukum, maka Negara Indonesia menempatkan
hukum sebagai tempat yang paling tinggi dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Seluruh warga Indonesia harus patuh dan tunduk kepada
hukum tersebut, yang bertujuan untuk memberikan keadilan, menjaga serta
menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Kata Hukum sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki
makna yakni peraturan ataupun adat yang mengikat serta mendapat pengukuhan
dari pemerintah sebagai penguasa.

Leon Duguit menyatakan:

“Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, dimana

aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu

masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan kalau dilanggar

akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan

pelanggaran itu”.



Immanuel Kant juga menyatakan:

“Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas

dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari

orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”.

Adapun pengertian hukum secara umum, hukum adalah peraturan yang
berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, yang
kemudian menjadi ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Dan
hukum merupakan ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis
yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang
melanggarnya.t

Van Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur
pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.
Perdamaian diantara manusia ini dipertahankan oleh hukum dengan melindungi
kepentingan-kepentingan hukum manusia seperti kehormatan, kemerdekaan jiwa,
harta benda dari pihak-pihak yang merugikan.? Dengan adanya hukum, tentunya
diharapkan bisa memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan fungsi hukum tersebut, maka pemerintah serta aparatur
negara memiliki peran yang cukup penting dalam upaya memberikan kesejahteraan

kepada rakyatnya. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Alinea

1 C.S.T. Kansil, Dan Chiristine, Kansil, Pengantar llmu Hukum Indonesia, Jakarta: Rineka
Cipta, 2014, him. 31-34.

2 Fatih Zuhaimi, Fungsi Hukum, dikutip dari www.academia.edu. Html diakses pada tanggal 8
Agustus 2020, jam 16.31 WIB.
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keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu
bahwa tujuan dari Negara Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan “kesejahteraan” umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.?

Ketertiban dan keselamatan umum sangat penting bagi perwujudan tujuan
nasional yang ditandai dengan memastikan keselamatan, keamanan, dan penegakan
hukum serta tegaknya ketertiban, termasuk kemampuan membangun dan
mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam rangka mencegah dan
mengatasi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk campur tangan lain yang
dapat mengganggu masyarakat.* Untuk itulah kepolisian selaku penegak hukum,
memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari
segala bentuk kejahatan. Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 13
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia bahwa Tugas Pokok Kepolisisan Negara Republik Indonesia adalah:®

a. “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. menegakkan hukum; dan

3 Lihat Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4 Lihat Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

5 Lihat Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.



c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat”.

Berdasarkan tugas wewenang yang dimilikinya, pihak kepolisian berhak
untuk merencanakan, melakukan, maupun memberikan program-program sebagai
upaya menanggulangi dan memberantas kejahatan, termasuk pula kejahatan
jalanan.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang
kejahatan. W.A. Bonger mengartikan kriminologi sebagai ilmu yang memiliki
tujuan untuk melakukan penyelidikan terhadap perihal kejahatan secara luas
termasuk bagian dari kriminologi teoritis atau murni. Secara teoritis kriminologi
dapat dibagi menjadi beberapa bagian ilmu pengetahuan. Dimana pada tiap-tiap
bagian mempersoalkan masalah kejahatan.®

Kejahatan adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu
perbuatan yang tercela (wrongs) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa
orang.” Kejahatan jalanan atau yang biasa disebut dengan Street Crime merupakan
sebuah bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi. Kejahatan jalanan
adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di jalanan atau
pemukiman warga. Kejahatan jalanan ini sangat beragam, mulai dari curanmor
(pencurian kendaraan bermotor), curas (pencurian dengan kekerasan), curat

(pencurian dengan pemberatan), perampasan, perjudian, dan lain sebaginya. Perlu

® Syarifuddin Pettanasse, Mengenal Kriminologi, Palembang: UNSRI, 2018, him. 7.
" 1bid, him. 25.



diingat bahwa kejahatan jalanan selalu membayangi kehidupan masyarakat, dan
oleh karena itu membutuhkan tindakan yang tepat dalam mengatasinya.®

Tantangan bagi aparat kepolisian adalah meningkatkan stabilitas hukum
dan pembinaan dalam penegakan hukum, yaitu berupaya memelihara dan
mengembangkan kemampuan dan stabilitas aparat penegak hukum, termasuk
kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia. Di sisi lain, penegakan hukum
pada masa pandemi covid-19 juga menghadapi tantangan yang cukup berat, tidak
hanya stabilitas internal kepolisian, tetapi juga tantangan eksternal, yaitu mereka
yang melakukan tindak pidana pada masa pandemi covid-19.°

Kejahatan yang terjadi di Kabupaten Ogan llir seperti misalnya curat
(pencurian dengan pemberatan), curas (pencurian dengan kekerasan), dan
curanmor (pencurian kendaraan bermotor) akhir-akhir ini sudah sangat meresahkan
masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya malam hari
melainkan dilakukan juga pada pagi, siang dan sore hari. Oleh karena itu sebagai
aparat penegak hukum, polisi memiliki peranan yang cukup penting untuk
mencegah terjadinya tindak kejahatan yang ada di wilayah hukumnya. Di Ogan Ilir

sendiri banyak terjadi kasus-kasus kejahatan jalanan di masa pandemi covid-19 ini,

8 Brian Igbal Romansyah, “Efektivitas Program Tim Hunter Makota Sebagai Upaya
Penanggulangan Kejahatan Di Jalanan (Studi Di Kepolisian Resort Malang Kota)”, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020, him. 3.

® Muchlas Rastra Samara Muksin, Tantangan Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan
Kejahatan Di Tengah Pandemi Covid 19, dikutip dari https://metromerauke.com/2020/05/15/tantangan-
kepolisian-dalam-upaya-penanggulangan-kejahatan-di-tengah-pandemi-covid-19/. Html diakses pada
tanggal 19 Agustus 2020, jam 12.22.


https://metromerauke.com/2020/05/15/tantangan-kepolisian-dalam-upaya-penanggulangan-kejahatan-di-tengah-pandemi-covid-19/
https://metromerauke.com/2020/05/15/tantangan-kepolisian-dalam-upaya-penanggulangan-kejahatan-di-tengah-pandemi-covid-19/

terutama untuk kasus kejahatan jalanan seperti pencurian dengan kekerasan atau

yang biasa disebut dengan “Begal”.

Tabel 1.

Jumlah Kasus Kejahatan Jalanan atau Street Crime (Pencurian Dengan Kekerasan
atau “Begal”) yang berada Di Wilayah Banyuasin, Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir.
Periode 2018, 2019 dan 2020:

No Kabupaten atau Tahun
Kota 2018 2019 2020 (Januari-November)
1. Banyuasin 134 151 112
2. Ogan lIlir 107 98 90
3. Ogan Komering Ilir 147 160 120

Sumber: Sat Reskrim Ogan Ilir

Diketahui pada tabel tersebut, perbandingan antara sebelum pandemi dan
pada saat pandemi sekarang, kejahatan jalanan ini cukup meningkat. Data tahun
2020 pada saat pandemi covid-19 ini diambil dari bulan Januari sampai dengan
bulan Juli, atau hanya dalam waktu 7 (tujuh) bulan saja sudah hampir menyamai
atau bahkan melebihi data pada tahun 2018 dan 2019 yang terhitung dari bulan
Januari sampai dengan bulan Desember atau dalam artian 12 (dua belas) bulan.
Dari data tersebut pada saat pandemi covid-19, kejahatan jalanan atau street crime
(pencurian dengan kekerasan) ini meningkat dan tentunya perlu upaya efektif

dalam menanggulanginya.



Kabupaten Ogan Ilir mungkin paling sedikit angka kejahatan jalanannya
pada tabel tersebut, namun untuk di wilayah Ogan Ilir sendiri juga termasuk yang
cukup banyak terjadi kasus kejahatan jalanan atau street crime (pencurian dengan
kekerasan) ini untuk setingkat Kabupaten terutama di Provinsi Sumatera Selatan
ini. Selain itu juga untuk di wilayah Ogan lIlir ini cukup baik dalam menurunkan
angka kejahatan jalanan. Berbeda dengan Kabupaten Banyuasin dan juga OKI yang
kurang efektif dalam menekan angka kejahatan jalanan atau street crime. Disini
membuat penulis tertarik untuk memilih Kabupaten Ogan Ilir karena cukup
berhasil menekan angka kejahatan jalanan atau street crime. Karena itulah penulis

memilih wilayah Polres Ogan llir sebagai tempat penelitian ini.

Memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat sudah menjadi
tanggungjawab pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Untuk itulah
Kepolisian Resor Ogan llir diharapkan dapat menanggulangi upaya kejahatan
jalanan atau street crime di masa pandemi covid-19 ini terutama kasus pencurian
dengan kekerasan atau biasa disebut dengan “Begal” terhitung sejak dari bulan
Februari sampai bulan Mei tahun 2020. Untuk mengetahui upaya apa saja yang
akan dilakukan serta berjalan dengan efektif atau tidak, dan menemukan hambatan

seperti apa saja, maka diperlukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis ingin
melakukan penelitian lebih lanjut di dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang

termasuk wilayah hukum Polres Ogan ilir yang akan dijadikan penulisan skripsi



yang berjudul “UPAYA PENANGGULANGAN STREET CRIME
(PENCURIAN DENGAN KEKERASAN) DI MASA PANDEMI COVID-19

OLEH KEPOLISIAN RESOR OGAN ILIR”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ada beberapa permasalahan
yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Ogan Ilir dalam melakukan
penanggulangan Kejahatan Jalanan atau Street Crime (pencurian dengan
kekerasan) di masa pandemi covid-19?

2. Apa saja hambatan Kepolisian Resor Ogan Ilir dalam melakukan
penanggulangan Kejahatan Jalanan atau Street Crime (pencurian dengan
kekerasan) di masa pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin
dicapai oleh Penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanana upaya Kepolisian Resor Ogan Ilir dalam
melakukan penanggulangan Kejahatan Jalanan atau Street Crime
(pencurian dengan kekerasan) di masa pandemi covid-19.

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan Kepolisian Resor Ogan Ilir dalam
melakukan penanggulangan Kejahatan Jalanan atau Street Crime

(pencurian dengan kekerasan) di masa pandemi covid-19.



D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teori
Penelitian ini diharapkan agar mempunyai manfaat yaitu untuk
memperkaya ilmu pengetahuan, menambah wawasan dan memberikan
sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya
mengenai bagaimana upaya-upaya penanggulangan kejahatan jalanan
atau street crime (pencurian dengan kekerasan) kemudian apa saja
hambatan dalam melakukan penanggulangan kejahatan jalanan atau
street crime (pencurian dengan kekerasan) yang dilakukan oleh
Kepolisian Resor Ogan Ilir terutama di masa pandemi covid-19 ini.
2. Manfaat Praktis

a. Sebagai sumbangan bagi kalangan praktisi maupun masyarakat luas
tentang upaya-upaya penanggulangan kejahatan jalanan atau street
crime (pencurian dengan kekerasan), serta hambatan dalam melakukan
penanggulangan kejahatan jalanan atau street crime (pencurian dengan
kekerasan) yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Ogan Ilir.

b. Memberi jawaban atas masalah yang diteliti.

E. Ruang Lingkup Penelitian
Adapun ruang lingkup penelitian ini lebih dititikberatkan pada bagaimana
upaya dan hambatan Kepolisian Resor Ogan Ilir dalam melakukan penanggulangan

kejahatan jalanan atau street crime terutama kasus pencurian dengan kekerasan di
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masa pandemi khususnya di wilayah Kabupaten Ogan Ilir terhitung sejak dari bulan
Februari sampai bulan Mei 2020.
F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu instrument atau alat yang digunakan
sebagai pisau analisis dengan teori-teori yang diterapkan di dalam bidang ilmu
dalam suatu penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini
ialah sebagai berikut:

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Aurti dari penanggulangan ialah semua yang termasuk ke dalam daya dan
upaya yang semua orang ataupun pemerintah lakukan dalam mencapai
keamanan, penguasaan dan kesejahteraan bersama dalam kehidupan sesuai
dengan tujuan hak asasi manusa.’

Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, yang
diantaranya adalah Penal Policy atau Criminal Policy, adalah suatu usaha
untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana. Untuk
dapat mengatasi kejahatan yang dilakukan dengan mengkoordinasikan
upaya hukum pidana dan upaya hukum non pidana.

Untuk itu, usaha atau upaya dalam mengatasi kejahatan dibagi menjadi
beberapa bagian yakni upaya jalur penal (hukum pidana) dan jalur non

penal (di luar hukum pidana).

10 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, him. 49.
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a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non-Penal (Preventif)
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal
meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi
sosial tertentu, namun secara tidak langsung dapat mempengaruhi
upaya pencegahan terjadinya kejahatan.!! Tentunya mencegah
kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat
menjadi lebih baik kembali. Untuk itu, sudah seharusnya jika bentuk
penanggulangan preventif lebih utama digunakan karena upaya
preventif bisa dilakukan oleh semua orang, walaupun orang tersebut
bukan orang yang memiliki keahlian khusus.

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal (Represif)
Upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang
dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan
upaya represif ini bertujuan untuk menindak para pelaku kejahatan
sesuai dengan peraturan hukum, serta untuk memperbaiki kembali
para pelaku kejahatan agar mereka sadar bahwa perbuatan yang
dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta

dapat membuat orang lain rugi, jadi mengingat sanksi berat yang

11 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, him. 1.
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diberikan, diharapkan mereka tidak akan mengulanginya lagi dan
orang lain tidak akan melakukannya.'?
2. Teori Penegakan Hukum

Aurti dari penegakan hukum merupakan proses upaya mempertahankan
norma hukum yang substantif sebagai pedoman perilaku dalam hidup atau
hubungan hukum dalam masyarakat dan kehidupan berbangsa.'?

Barda Nawawi membagi perlindungan masyarakat yang harus
diperhatikan dalam penegakan hukum pidana menjadi empat, yaitu sebagai
berikut:*

a. Masyarakat butuh perlindungan dari perbuatan antisosial yang
membuat orang lain rugi dan sangat berbahaya di masyarakat.
Pantas jika apa yang dilakukan penegak hukum adalah untuk
menanggulangi sebuah kejahatan.

b. Masyarakat butuh perlindungan dari sifat berbahayanya seseorang.
Pantas jika tujuan dari penegakan hukum untuk memperbaiki si
pelaku kejahatan atau mencoba merubah tingkah lakunya agar bisa

menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat.

12 Ulul  Azmi Funna, Teori Penanggulangan Kejahatan, dikutip  dari
https://www.academia.edu/38613526/Teori_Penanggulangan_Kejahatan. Html diakses pada tanggal 12
November 2020, jam 21.43 WIB.

13 Jimly Asshiddigie, Penegakan Hukum, dikutip dari
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan _Hukum.pdf. Html diakses pada tanggal 17
Agustus 2020, jam 16.20 WIB.

14 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum
Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, him.12.



https://www.academia.edu/38613526/Teori_Penanggulangan_Kejahatan
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan%20_Hukum.pdf
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c. Masyarakat butuh perlindungan untuk mencegah aparat penegak
hukum dan warga negara biasa yang menyalahgunakan sanksi.
Pantas jika penegakan hukum pidana harus mencegah perlakuan dan
tindakan sewenang-wenang di luar hukum.

d. Masyarakat butuh perlindungan terhadap keseimbangan atau
keharmonisan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu oleh
adanya kejahatan. Pantas jika penegakan hukum pidana harus
mampu menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, kemudian
mampu memulihkan dan menghadirkan rasa damai di masyarakat.

Pada dasarnya dalam penegakan hukum dapat menciptakan penilaian

yang bersifat adil dan benar. Dalam penegakannya hukum harus ditegakkan
oleh seluruh masyarakat, tidak hanya oleh para penegak hukum. Walaupun
pemerintah yang memiliki pertanggungjawaban.

Penegakan Hukum Pidana oleh Joseph Goldstein dibedakan menjadi 3

yakni:®®

a. Total Enforcement, yaitu luasnya subjek yang tercakup penegakan
hukum pidana sesuai dengan rumusan hukum pidana substantif.
Penegakan hukum ini mustahil untuk diterapkan karena penegak
hukum memiliki batasan yang erat seperti dalam aturan

penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan lain-lain.

15 Marwan Setiawan, Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja, Bogor: Galia Indonesia,
2015, him.39.
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Kemudian, tercipta hukum pidana substantif yang membatasi,
contohnya harus ada ketentuan aduan terlebih dahulu agar dapat
terjadi penuntutan pada delik aduan.

b. Full Enforcement, sesudah adanya batasan subjek yang tercakup
dalam penegakan hukum pidana total yang telah dikurangkan dalam
penegakan hukum, maka diminta agar penegak hukum dapat bekerja

sebagaimana semestinya.

c. Actual Enforcement, Joseph Goldstein memberi pandangan
bahwa full enforcement adalah ekspetasi yang tidak realistis
karena terdapat pembatasan waktu, personil, alat investigasi,
keuangan dan lain-lain yang berakibat harus diberikannya

diskresi dengan sisa-sisa yang ada sebagai actual enforcement.

Dalam rangkaian tindakan yang memiliki sifat sistematis, dalam
penegakan hukum pidana mengklaim selaku penerapan hukum pidana yang
terlibat di dalamnya sub-sub berkenaan dengan struktur polisi, jaksa,
pengadilan dan masyarakat serta lembaga penasehat hukum. Pandangan

hukum juga wajib dilihat dalam 3 pandangan yakni:*®

18 Ibid, him. 42.
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a. Menerapkan hukum dilihat dalam pandangan normatif, yakni
melukiskan nilai yang bersifat sosial yang berkaitan dengan hukum
pidana.

b. Menerapkan hukum ditinjau dalam pandangan administratif yang
menggambarkan hubungan para penegak hukum.

c. Menerapkan hukum pidana dengan susunan sosial, dengan pengertian
tindakan pidana wajib mempertimbangkan segala macam pandangan

cara pola berpikir masyarakat.

Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:*’

a. Faktor Hukum
Implementasi hukum dalam praktiknya, pasti ada saja ketidakcocokan
antara kepastian hukum dan keadilan, karena inti dari kata keadilan
adalah hal yang bersifat tidak konkret, disisi lain kepastian hukum

merupakan proses yang telah diperhitungkan dengan normatif.

b. Faktor Penegak Hukum
Para penegak hukum dikatakan dapat menjalankan peranan hukum yang
merupakan salah satu hal terpenting dalam penegakan hukum. Dapat
dikatakan jika peraturan yang dibuat telah baik namun disisi lain

petugas penegakan hukum tidak baik maka akan tercipta suatu konflik.

17 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja
Grafindo, 2008, him. 19.
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Dengan hal tersebut maka terciptanya suatu kata berhasil adalah adanya

sikap baik dalam kepribadian diri si penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin
penegakan hukum dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas
tersebut, diantaranya mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan
terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang
cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka tidak

mungkin penegakan hukum akan berhasil dalam mencapai tujuannya.

d. Faktor Masyarakat
Masyarakat memiliki peranan dalam hal penegakan hukum karena
untuk mencapai suatu cita-cita yang bersifat damai. Masyarakat sudah
seharusnya sadar akan hukum agar tercipta kedamaian yang diinginkan.
Namun permasalahan muncul akibat tidak banyaknya masyarakat yang
patuh akan hukum. Dimana adanya tingkatan dalam kepatuhan
masyarakat yang menjadi faktor berfungsi atau tidaknya suatu hukum

yang hidup di dalam masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang
sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yakni untuk mengatur agar

manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan
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menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan
demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang
menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang

dilarang.

G. Metode Penelitian
Metodologi berasal dari Bahasa Yunani, yakni kata “Methodos” dan
“Logos”. Metodelogi penelitian merupakan ilmu yang membahas tentang tata cara
atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, memiliki langkah-
langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-
prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang
dihadapi.*®
1. Jenis Penelitian
Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah tipe “Penelitian Hukum Empiris” atau “Penelitian Lapangan”.
Dikatakan hukum empiris dikarenakan menggunakan fakta-fakta yang
diambil melalui wawancara atau pengamatan langsung.®
Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis yang

menitikberatkan perilaku masyarakat yang meliputi perbuatan dalam

18 Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2014,
him.32.

19 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, him. 280.
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perwujudan atau pernyataan hukum yang hidup dan berlaku dalam

masyarakat.?°

2. Pendekatan Penelitian

a.

Pendekatan Gabungan (Socio-Legal Approach)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
penelitian socio-legal. Topik dalam penelitian socio-legal adalah
masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum,
peran lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum dan
sebagainya.?! Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan
gambaran mengenai upaya penanggulangan kejahatan jalanan atau
street crime (pencurian dengan kekerasan) yang dilakukan oleh
Kepolisian Resor Ogan Ilir.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin
yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan/doktrin ini cukup
penting sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum
yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi atau permasalaan

yang sedang diteliti.??

20 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

2009, him. 155.

21 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, him. 128.
22 Johnny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia
Publishing, 2007, him. 306.
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c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus
yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.?® Kasus-kasus yang
ditelaah merupakan kasus yang bersangkutan dengan kejahatan jalanan
atau street crime (pencurian dengan kekerasan). Untuk itulah, penulis
memilih wilayah Polres Ogan Ilir untuk dijadikan sebagai tempat

penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang berasal dari lapangan, data ini dapat diperoleh dengan

cara wawancara.?

1) Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang
dalam pelaksanaannya penulis dapat melakukan wawancara secara
langsung kepada pihak Kepolisian Resor Ogan llir dan juga kepada
salah satu warga atau tokoh masyarakat yang ada di wilayah Ogan

Iir.2

23 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, him. 137.

24 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Nromatif dan Empiris,
Depok: Prenadamedia Group, 2018, him. 149.

25 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Jakarta: Rajawali Pers,

2009, him. 51.
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b. Data Sekunder
Adalah data yang didapat dengan cara mengambil, mempelajari,
membaca, bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:
1) Bahan Hukum primer, yang berupa Peraturan Perundang-
Undangan, yaitu: 2
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan
¢) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
- Ketentuan Umum, Pasal 1
- Tugas dan Wewenang. Pasal 13 tentang Tugas pokok
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil
penelitian, buku-buku, teori hukum, dan pendapat hukum yang

berkaitan langsung dengan penelitian.?’

26 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana 2006, him. 141.
27 1bid, him. 24.
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3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan
petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder,?® bahan hukum tersier berupa literatur, dokumen,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, media masa dan
internet untuk menunjang penelitian.

4. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Ogan llir, Jalan
Raya Palembang Prabumulih KM 35, Permata Baru, Kecamatan Indralaya
Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.
5. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah wilayah generaliasi yang terdiri atas objek atau subjek
yang mempunyai kualitas dan katakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti jntuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.?®
Adapun Populasi yang menjadi target penelitian dari penulis adalah
seluruh pihak yang bersangkutan di Kepolisian Resor Ogan Ilir.
b. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi.*® Teknik pengambilan sampel yang dipilih oleh penulis

28 |bid, him. 25.

29 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2009,
him. 117.

%0 Ibid, him. 118.
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dalam membuat penelitian ini adalah Teknik Purposive Sampling yang
artinya merupakan sampel yang diambil adalah memang kriteria yang
telah atau sudah disesuaikan oleh penulis dengan apa yang akan diteliti
nantinya.
Yang sampelnya sebagai berikut:
1) Kepala SATRES Kriminal Polisi Resor Ogan Ilir.
2) 2 (dua) Orang Penyidik Polisi Resor Ogan llir.
3) 2 (dua) warga atau tokoh masyarakat di Ogan Ilir.
6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan
Metode pengamatan penelitian lapangan dilaksanakan melalui cara
wawancara atau tanya jawab yang akan dilakukan secara langsung atau
tatap muka, guna untuk memperoleh informasi ataupun data yang
diperlukan.

b. Studi Kepustakaan
Metode pengumpulan bahan pada penelitian kepustakaan (library
research). Penelitian kepustakaan atau studi dokumen meliputi studi
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum
tersier. Teknik studi kepustakaan dilakukan dengan mencari,

mengutip, membaca, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data

81 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers,
2012, him. 68.



23

yang berupa bahan-bahan pustaka yang akan dibutuhkan dan diperlukan
serta berhubungan dengan skripsi penulis.
7. Analisis Data
Data-data yang terkumpul nantinya akan diolah dan dianalisis secara
kualitatif, yaitu menganalisis data-data primer dan sekunder untuk
memperoleh jawaban tentang upaya penanggulangan street crime
(pencurian dengan kekerasan) di masa pandemi covid-19 oleh Kepolisian
Resor Ogan Ilir.
8. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan
metode induktif, yang artinya dengan penarikan kesimpulan berdasarkan
fakta-fakta yang ada dan penjelasan secara umum kemudian berkaitan

dengan permasalahan yang khusus.
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